
 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 19                                TAHUN 2021 

 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR   19   TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG 

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS,    

PELAKSANA DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

Menimbang   : a. bahwa Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, 

Pengawas, Pelaksana dan Fungsional di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan 

dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2020 tentang 

Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, 

Pelaksana dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan 

penataan kembali; 

b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan 

sehubungan dengan pembentukan Rumah Sakit Mandalika 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dan perubahan Rumah Sakit 

Mata Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi unit organisasi 

bersifat khusus; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 

86 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

Mengingat    :    1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan        

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5494); 



 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan 

Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 

 



 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13); 

11. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kelas 

Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana 

dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2020 Nomor 86); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG 

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, 

PENGAWAS, PELAKSANA DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 

2020 tentang Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, 

Pengawas, Pelaksana dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi                     

Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 86) diubah sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

  



 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Ditetapkan di Mataram 

 pada tanggal 10 Mei 2021 

         GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

                       ttd 

 

         H. ZULKIEFLIMANSYAH 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 11 Mei 2021 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

                           ttd 

  

              H. LALU GITA ARIADI  

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 19 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

      KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

 

    H. RUSLAN ABDUL GANI 

 NIP. 19651231 199303 1 135 

  


